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DASAR HUKUM
1. UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

2. UU NO. 2 TAHUN 2008 JO. UU NO. 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK

3. PKPU NO. 24 TAHUN 2018 JO. PKPU NO. 29 TAHUN 2018 JO. PKPU NO. 34 TAHUN 2018
TENTANG DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
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KEUANGAN PARTAI POLITIK DAN
DANA KAMPANYE PEMILU

UU 2/2008 DAN UU 2/2011 

TENTANG PARTAI POLITIK

UU 7/2017 TENTANG 

PEMILIHAN UMUM

REKENING PARTAI POLITIK REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

Pasal 3 ayat (2) huruf e:

“Untuk menjadi badan

hukum, Partai Politik

harus mempunyai

rekening atas nama 

Partai Politik”. 

Pasal 13 huruf J: “Partai

Politik berkewajiban memiliki

rekening khusus dana 

kampanye pemilihan

umum”. 

Pasal 329 ayat (1): Kegiatan Kampanye Pemilu

anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung

jawab Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing.

PARTAI POLITIK

Pasal 329 ayat (2): Dana 

Kampanye Pemilu bersumber

dari:

a. partai politik;

b. calon anggota DPR, DPRD 

provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota dari partai

politik yang bersangkutan; dan

c. sumbangan yang sah menurut 

hukum dari pihak lain.

(3) Dana Kampanye Pemilu dapat 

berupa uang, barang dan/atau jasa.

(4) Dana Kampanye Pemilu berupa uang 

ditempatkan pada rekening khusus 

dana kampanye Partai Politik Peserta 

Pemilu pada bank.

(5) Dana kampanye Pemilu berupa 

sumbangan dalam bentuk barang 

dan/atau jasa dicatat berdasarkan 

harga pasar yang wajar pada saat 

sumbangan itu diterima.

Pasal 34 ayat (1): Keuangan Partai

Politik bersumber dari:

a. iuran anggota;

b. sumbangan yang sah menurut

hukum; dan

c. bantuan keuangan dari APBN 

dan APBD.

Pasal 34 ayat (2): 

Sumbangan

sebagaimana

dimaksud pada ayat

(1) huruf b, dapat

berupa uang, barang, 

dan/atau jasa.



PEMBUKUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DAN DANA KAMPANYE

UU 2/2008 DAN UU 

2/2011 TENTANG 

PARTAI POLITIK

UU 7/2017 TENTANG 

PEMILIHAN UMUM

PEMBUKUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PEMBUKUAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN 

KHUSUS DANA KAMPANYE

Pasal 13 huruf h: “Partai Politik

berkewajiban membuat pembukuan, 

memelihara daftar penyumbang

dan jumlah sumbangan

yang diterima, serta terbuka

kepada masyarakat.

Pasal 329 ayat (5) Dana 

Kampanye Pemilu dicatat

dalam pembukuan

penerimaan dan

pengeluaran khusus dana 

Kampanye Pemilu yang 

terpisah dari pembukuan

keuangan partai politik. 

PARTAI POLITIK

Pasal 329 ayat (6): 

Pembukuan dana Kampanye

Pemilu dimulai sejak 3 (tiga) 

hari setelah partai politik

ditetapkan sebagai Peserta

Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) 

hari sebelum penyampaian

laporan penerimaan dan

pengeluaran dana Kampanye

Pemilu kepada kantor akuntan

publik yang ditunjuk KPU.



PEMBATASAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK

Pasal 330 UU Pemilu: Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang bersumber

dari sumbangan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 ayat (2) huruf c bersifat tidak mengikat dan dapat

berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah.

PARTAI POLITIK

Pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau

badan usaha nonpemerintah

DANA KAMPANYE

Pihak lain perseorangan

Tidak melebihi Rp 2.500.000.000,00 

(dua miliar lima ratus juta rupiah)

Tidak melebihi Rp 25.000.000.000,00 

(dua puluh lima miliar rupiah)

Pasal 331 UU Pemilu



LAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK

Pasal 334 ayat (2): Partai Politik Peserta

Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan

DPRD kabupaten/kota sesuai tingkatannya

wajib memberikan laporan awal dana 

Kampanye Pemilu dan rekening khusus

dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU 

provinsi, dan KPU kabupaten/kota paling 

lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari

pertama jadwal pelaksanaan Kampanye

Pemilu dalam bentuk rapat umum.

PKPU DANA KAMPANYE

Pasal 335 ayat (2): Laporan dana 

Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu

yang meliputi penerimaan dan pengeluaran

wajib disampaikan kepada kantor akuntan

publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 

15 (lima belas) hari sesudah hari

pemungutan suara.

UU PEMILU



TAHAPAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK

PERIODE PELAPORAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK

JADWAL KEGIATAN DANA 
KAMPANYE PARTAI POLITIK



BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK



MEKANISME DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK

LAPORAN, AUDIT, DAN PENYAMPAIAN HASIL AUDIT

Pasal 335 ayat (4) s.d. ayat (7) UU PEMILU

Laporan penerimaan dana Kampanye ke KPU mencantumkan: nama atau identitas

penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

Kantor akuntan publik (KAP) menyampaikan hasil audit kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU 

kabupaten/kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dana kampanye.

KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota memberitahukan hasil audit dana kampanye Peserta Pemilu masing-masing kepada

Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota menerima hasil audit dari KAP.

KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan hasil pemeriksaan dana Kampanye Pemilu

kepada publik paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan.



PENERIMAAN LADK

SANKSI
KETERLAMBATAN/TIDAK

MENYERAHKAN

ADA 477 KEPENGURUSAN 
PARTAI POLITIK DI DAERAH 

YANG BERPOTENSI 
DIBATALKAN KARENA TIDAK 

MENYERAHKAN LADK



PENERIMAAN LPSDK



PENERIMAAN LPPDK

SANKSI
KETERLAMBATAN/TIDAK

MENYERAHKAN



FORMULIR DANA KAMPANYE



AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE



LARANGAN DAN SANKSI PIDANA

Pasal 339 ayat (1) UU PEMILU

Pasal 339 ayat (2) UU PEMILU



TERIMA KASIH


